BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pajak hotel merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli

Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Surabaya memiliki potensi pajak hotel yang sangat besar dalam
hubungan sebagaisalah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sehingga diharapkan dapat memperhatikan nilai potensi tersebut
sebagai salah satu penentuan target penerimaan pajak hotel tahun
selanjutnya.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terdapat selisih antara
potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Rata-rata
potensi pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak
hotel. Artinya Surabaya telah kehilangan potensi penerimaan pajak
rata-rata sebesar Rp 24.345.016.190.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Surabaya hampir
mendekati efektif, karena nilai efektifnya hampir mendekati 100%.
Terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara perbandingan realisasi
dengan potensi pajak hotel dan perbandingan realisasi dan target
penerimaan pajak hotel di kota Surabaya. Rata-rata perbandingan
realisasi dengan potensi pajak hotel lebih besar dari pada rata-rata

perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak hotel.
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e) Tren menunjukkan peningkatan pada penerimaan pajak hotel Kota
Surabaya selama 6 tahun mendatang.

5.2 Keterbatasan

Penulis menyadari terdapat banyak hal yang menjadi
keterbatasan dalam mendukung keberhasilan penelitian ini, yaitu:
Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak
memiliki data jumlah Rumah kos pada tahun 2009-2010. Sedangkan
rumah kos yang menetapkan tarif diatas Rp 750.000 termasuk kedalam
kategori hotel non-bintang. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi
perhitungan potensi yang hanya menggunakan data hotel non-
bintang.Selain itu, dalam penelitian ini belum adanya perbandingan

potensi pajak hotel antar daerah, hanya meneliti daerah Surabaya.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis,
maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak hotel dapat lebih
dioptimalkan, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

a) Bagi Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
perlu sosialisasi terkait dengan menumbuhkan keadaran wajib pajak
untuk membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b) Bagi pengelola hotel, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
untuk membayar pajak agar meningkatkan pembangunan daerah.

c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian dengan

lebih kompleks, yaitu membandingkan potensi pajak hotel antar
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daerah atau antar kota. Dengan demikian, dapat dilihat potensi-

potensi pajak daerah lain.
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